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Abstrak 

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan strategi untuk mencapai 
pembangunan desa berkelanjutan, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian 
desa. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) 
memiliki peran sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas 
merumuskan kebijakan, pemberian pembinaan, dan dukungan untuk 
memfasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Studi ini 
menganalisis peran Dispermades dalam mendorong kemandirian desa, khususnya 
dalam pengembangan kebijakan, penguatan kelembagaan desa, seperti aspek 
pembangunan ekonomi desa, dan peningkatan partisipasi sosial. Studi ini 
menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif-analisis. Metode 
pengumpulan data meliputi peninjauan undang-undang dan peraturan terkait, 
dokumen kebijakan, laporan kegiatan Dispermades, dan penelitian sebelumnya 
tentang penguatan pemberdayaan masyarakat desa. Data yang dikumpulkan 
menjalani analisis kualitatif tiga tahap: penyederhanaan data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispermades 
memainkan peran penting dalam mendorong kemandirian masyarakat desa dengan 
memberikan pembinaan yang terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan 
daerah dan desa, memperkuat kelembagaan desa, dan mendukung proyek-proyek 
lokal yang bertujuan untuk memperluas peluang ekonomi. Namun, pemenuhan 
tanggung jawab ini menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan sumber 
daya manusia, kurangnya koordinasi lintas sektoral, dan kurangnya kapasitas di 
antara beberapa pemimpin desa dan masyarakat. Oleh karena itu, peran  
Dispermades perlu diperkuat dengan meningkatkan kualitas pendampingan, 
meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, dan memperkenalkan 
teknologi yang mendorong kemandirian berkelanjutan di masyarakat desa. 

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dispermades, 
Kemandirian desa, Pembangunan Desa 

 
 
Pendahuluan 

Pembangunan desa merupakan isu strategis dalam sistem 

pembangunan nasional Indonesia, yang bertujuan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Desa bukan lagi sekadar 

target pembangunan, tetapi diposisikan sebagai aktor yang memiliki 

kekuatan, potensi, dan kapasitas untuk mengatur dan mengelola 

kepentingan masyarakatnya sendiri. Paradigma ini diperkuat dengan 
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diberlakukannya UU Desa No. 6 Tahun 2014, yang mengakui dan 

penghormatan terhadap hak asal usul dan otonomi daerah di tingkat desa. 

Dalam kerangka ini, pemberdayaan masyarakat desa merupakan landasan 

penting untuk mendorong pembangunan desa berkelanjutan menuju 

kemandirian masyarakat (Afriansyah et al., 2021). 

Pemberdayaan masyarakat pedesaan merujuk pada proses 

peningkatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran 

masyarakat untuk mengenali potensi dan tantangannya serta berpartisipasi 

aktif dalam pembangunan mereka sendiri (Hamsa et al., 2025). 

Pemberdayaan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan situasi ekonomi 

masyarakat, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial, peningkatan 

lembaga sosial, dan peningkatan partisipasi politik. Oleh karena itu, 

pemberdayaan masyarakat pedesaan terkait erat dengan upaya mencapai 

kemandirian, kemampuan masyarakat pedesaan untuk secara mandiri 

memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan mengoptimalkan penggunaan 

sumber daya lokal (Handini et al., 2020). 

Pada kenyataannya, proses pemberdayaan masyarakat desa 

bukanlah proses otomatis dan membutuhkan dukungan kebijakan, 

kerangka kerja kelembagaan, dan bimbingan berkelanjutan dari 

pemerintah. Pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam 

menjembatani kebijakan nasional dan realitas tingkat desa. Salah satu 

lembaga lokal yang secara langsung bertanggung jawab untuk 

memberdayakan masyarakat desa adalah Dinas Pemberdayaan Desa dan 

Masyarakat (Dispermades). Sebagai lengan eksekutif pemerintah daerah, 

Dispermades bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis, 

melaksanakan program, serta membimbing dan mengawasi tata kelola desa 

dan pemberdayaan masyarakat (Irmawan & Anshori, 2025). 

Peran Dispermades menjadi semakin penting seiring dengan 

meningkatnya alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). Dana Desa memberikan kesempatan penting bagi desa 

untuk mengembangkan potensi lokal mereka dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat mereka. Namun, anggaran yang besar ini 

membutuhkan kapasitas manajemen yang memadai dari organisasi desa 
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dan masyarakat. Dalam konteks ini, Dispermades diharapkan tidak hanya 

bertindak sebagai pengawas administratif tetapi juga sebagai fasilitator dan 

pemimpin untuk mendorong masyarakat desa agar berdaya dan mandiri 

dalam mengelola pembangunan desa mereka sendiri (Ramadhan et al., 

2025). 

Kemandirian masyarakat merupakan indikator penting keberhasilan 

pemberdayaan. Masyarakat desa yang mandiri ditandai dengan kemampuan 

mereka untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan 

pembangunan secara partisipatif serta mengelola sumber daya desa tanpa 

terlalu bergantung pada bantuan pemerintah (Habibi & Riyadi, 2024). 

Kemandirian ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan. 

Secara ekonomi, hal ini tercermin dalam pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat yang produktif seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Secara 

sosial, kemandirian terlihat dalam solidaritas masyarakat, partisipasi, dan 

peningkatan minat dalam pembangunan desa. Secara kelembagaan, hal ini 

ditunjukkan oleh fungsi lembaga desa yang efektif dan akuntabel 

(Bachruddin et al., 2023). 

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa peran lembaga 

pemberdayaan struktural dan non-struktural secara signifikan 

berkontribusi pada peningkatan partisipasi dan otonomi masyarakat. 

Misalnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berfungsi 

sebagai forum partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan desa. Keberadaan LPMD, yang didukung oleh kepemimpinan 

pemerintah daerah, telah terbukti efektif dalam mendorong partisipasi 

masyarakat dalam berbagai program pembangunan, mulai dari kegiatan 

ekonomi dan sosial hingga pengembangan sumber daya manusia 

(Nurkomala et al., 2023). 

Namun, implementasi pemberdayaan masyarakat desa di berbagai 

daerah masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan-tantangan ini 

meliputi kurangnya sumber daya manusia di kalangan pejabat desa, 

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dan kurangnya koordinasi antara 

pemerintah daerah dan desa. Dalam beberapa kasus, program 

pemberdayaan cenderung bersifat top down dan tidak sepenuhnya 
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mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat desa. 

Akibatnya, program pemberdayaan menjadi tidak berkelanjutan dan tidak 

sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kemandirian masyarakat (Candika 

& Herdiana, 2023). 

Lebih lanjut, peran sebenarnya dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa seringkali berfokus pada administrasi dan pelaporan, 

sementara fungsi pemberdayaan dan pendampingannya belum sepenuhnya 

terealisasi. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran 

Dispermades berdasarkan undang-undang dan realitas empiris di lapangan. 

Oleh karena itu, penelitian komprehensif diperlukan untuk menganalisis 

peran Dispermades dalam meningkatkan kemandirian masyarakat 

pedesaan, khususnya strategi yang diterapkan, hambatan yang dihadapi, 

dan dampak program pemberdayaan yang diimplementasikan. 

Dari perspektif teori pembangunan dan kebijakan publik, 

pemberdayaan masyarakat pedesaan sejalan dengan pendekatan 

pembangunan berbasis masyarakat, yang menekankan pentingnya 

partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan. Pendekatan ini 

memandang masyarakat bukan sebagai penerima manfaat pasif, tetapi 

sebagai aktor dengan pengetahuan lokal, pengalaman, dan kemampuan 

untuk mengelola pembangunan. Pemerintah, dalam hal ini DPMD, 

bertindak sebagai fasilitator, menciptakan lingkungan yang mendorong 

inisiatif masyarakat pedesaan dan peningkatan kemandirian (Jatnika et al., 

2024). 

Studi ini penting karena penelitian yang secara khusus meneliti 

peran Dispermades sebagai lembaga pemerintah daerah dalam 

meningkatkan otonomi masyarakat pedesaan masih terbatas. Sebagian 

besar studi sebelumnya berfokus pada peran pemerintah desa atau 

organisasi masyarakat desa, tanpa meneliti peran lembaga lokal secara 

mendalam. Padahal, Dispermades memainkan peran strategis dalam 

perumusan kebijakan, penyediaan sumber daya, serta bimbingan dan 

pengawasan desa. Oleh karena itu, menganalisis peran tersebut diharapkan 

dapat memberikan kontribusi akademis dan rekomendasi praktis untuk 

meningkatkan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa. 
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Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk secara 

komprehensif mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Kajian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana perannya dalam 

mendorong pemberdayaan masyarakat desa, mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan, serta merumuskan 

rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat 

desa dalam kerangka pembangunan desa yang berkelanjutan. 

 

Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif-analitis untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Pendekatan yang 

digunakan adalah yuridis-sosiologis, dengan mengkaji peran Dispermades 

berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundang-undangan serta dikaitkan 

dengan realitas sosial dan implementasi kebijakan di lapangan. Pengumpulan data 

dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap peraturan 

perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan program, dan publikasi ilmiah 

yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh 

gambaran yang sistematis dan komprehensif (Wijaya et al., 2025). 

 

Pembahasan/hasil 

A. Peran Dispermades dalam Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Desa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) memegang 

peran penting dalam perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa 

sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran strategis tersebut 

tercermin dalam penyusunan berbagai program, aturan teknis, serta 

pedoman operasional yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan 

kemandirian desa. 

Dalam menjalankan fungsinya, Dispermades bertindak tidak hanya 

sebagai perumus kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang 
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menghubungkan kebijakan di tingkat nasional dengan kebutuhan nyata 

masyarakat desa. Kebijakan pemberdayaan yang disusun diselaraskan 

dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan Renstra 

perangkat daerah, serta dokumen perencanaan desa, yakni RPJMDes dan 

RKPDes. Sinkronisasi ini menjadi krusial agar pelaksanaan program 

pemberdayaan berjalan terintegrasi dan tidak menimbulkan tumpang tindih 

antar sektor (Widjajanti, 2011). 

Temuan ini sejalan dengan pandangan (Mardikanto & Soebianto, 

2013) yang menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam kerangka 

kebijakan publik harus dipahami sebagai proses yang sistematis, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang melibatkan partisipasi 

masyarakat. Dalam konteks tersebut, Dispermades berperan sebagai aktor 

institusional yang mengarahkan kebijakan agar desa diposisikan sebagai 

pelaku aktif pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. 

Perumusan kebijakan pemberdayaan masih dihadapkan pada 

sejumlah kendala, seperti keterbatasan ketersediaan data sosial ekonomi 

desa yang mutakhir serta perbedaan tingkat pemahaman aparatur desa 

terhadap kebijakan teknis. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas 

kebijakan apabila tidak disertai dengan pendampingan yang berkelanjutan 

dan tepat sasaran. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memainkan peran kunci dalam 

mendorong kemandirian di kalangan masyarakat pedesaan melalui serangkaian 

fungsi strategis, termasuk dalam kebijakan pemberdayaan, memberikan bantuan 

pembangunan, dan memperkuat kapasitas partisipasi kelembagaan dan 

masyarakat (Kamaruddin et al., 2025). Peran tersebut melampaui fungsi 

administratif dan bersifat strategis dalam membangun fondasi komprehensif untuk 

kemandirian pedesaan. 

Pertama sebagai penggerak kebijakan pemberdayaan, Dispermades 

memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat pedesaan selaras dengan 

kebutuhan lokal dan kebijakan nasional serta regional. Survei yang dilakukan di 

Kabupaten Ciamis menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Ciamis berhasil meningkatkan jumlah desa yang mandiri melalui 

program pemberdayaan sistematis, termasuk pelatihan kewirausahaan, 
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pengembangan kepemimpinan lokal, dan memfasilitasi akses ke sumber daya desa 

(Febriani et al., 2024).  

Peran ini penting karena kemandirian desa tidak hanya mencakup 

pemberdayaan ekonomi tetapi juga sosial, politik, dan kelembagaan. Hal ini 

tercermin dalam Indikator Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencakup aspek 

sosial, ekonomi, dan ekologi desa. Peningkatan status desa di dalam IDM 

menunjukkan bahwa Dispermades telah berhasil merangsang partisipasi 

masyarakat dan memanfaatkan potensi desa secara optimal.  

Kedua, Dispermades menjalankan fungsi pendampingan dalam program 

pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap 

perencanaan hingga pelaksanaan. Bentuk pendampingan ini antara lain 

membantu desa dalam menyusun RPJMDes, mengelola Dana Desa, serta 

merancang APBDes yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. 

Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan memberi ruang bagi warga 

desa untuk memahami alur pembangunan dan berperan langsung dalam 

pengambilan keputusan. Dengan demikian, proses pembangunan tidak hanya 

bersifat top-down, tetapi mendorong tumbuhnya kemandirian desa melalui 

partisipasi masyarakat dari tingkat akar rumput. 

Selain itu, Dispermades juga berperan dalam pembinaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana penguatan ekonomi desa. Melalui dukungan 

teknis, Dispermades membantu desa dalam mengembangkan unit usaha yang 

sesuai dengan potensi lokal, memberikan pelatihan terkait pengelolaan usaha, 

serta membuka peluang akses pasar bagi produk desa (Siregar et al., 2025). Upaya 

ini sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi desa yang menekankan bahwa 

penguatan BUMDes mampu memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya 

dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat 

ketahanan dan keberlanjutan desa secara menyeluruh (Maulidyah et al., 2025). 

Secara umum, peran DPMD dalam upaya pemberdayaan menunjukkan 

komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kemampuan desa agar mampu 

menghadapi berbagai tantangan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya 

pada bantuan dari luar. Pendekatan ini selaras dengan pandangan pemberdayaan 

yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan, yakni 

kelompok yang memiliki kapasitas untuk mengelola serta mengembangkan 

kehidupan sosial dan ekonomi mereka secara mandiri.  
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B. Peran Dispermades dalam Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa 

Penguatan kelembagaan desa menjadi elemen krusial dalam 

mendorong kemandirian masyarakat desa. Temuan penelitian 

memperlihatkan bahwa Dispermades memiliki peran yang cukup signifikan 

dalam membina dan memperkuat berbagai institusi desa, seperti 

pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), hingga Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). 

Bentuk pembinaan yang dilakukan Dispermades diwujudkan melalui 

beragam kegiatan, antara lain pelatihan bagi aparatur desa, bimbingan 

teknis pengelolaan keuangan desa, serta pendampingan dalam penerapan 

tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Upaya 

tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

desa agar mampu mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan 

(Ramadhan et al., 2025). 

Selain itu, penelitian mengenai kinerja DPMD dalam pengawasan 

keuangan desa menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan 

berkontribusi positif terhadap peningkatan ketertiban administrasi 

keuangan serta penguatan sistem pengawasan internal di tingkat desa (Zein 

et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa peran pembinaan tidak hanya 

bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada kualitas pengelolaan 

keuangan desa secara menyeluruh. 

Penguatan kelembagaan desa juga relevan dengan konsep community 

development sebagaimana dikemukakan oleh (Alfitri, 2011)(Azra, 2000), 

yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas lokal melalui 

penguatan institusi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam 

kerangka ini, Dispermades berfungsi tidak sekadar sebagai pembina 

kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong terjadinya proses 

pembelajaran sosial di lingkungan desa. 

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang 

memperoleh pendampingan kelembagaan secara berkelanjutan cenderung 

memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dari 

meningkatnya kemampuan desa dalam menyusun perencanaan 
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pembangunan, mengelola dana desa secara efektif, serta mengembangkan 

berbagai inovasi berbasis potensi lokal. Temuan tersebut sejalan dengan 

pendapat (Widjajanti, 2011) yang menyatakan bahwa keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh kuatnya 

kelembagaan lokal. 

 

C. Peran Dispermades dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa menjadi salah satu 

perhatian utama Dispermades dalam mendorong terwujudnya kemandirian 

desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispermades berperan dalam 

menggerakkan ekonomi lokal melalui fasilitasi pengembangan BUMDes, 

pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta optimalisasi 

potensi desa yang bersumber dari kekayaan lokal. 

Berbagai program pemberdayaan ekonomi yang difasilitasi 

Dispermades antara lain berupa pelatihan kewirausahaan, pendampingan 

dalam pengelolaan usaha, hingga pemberian dukungan terhadap akses 

permodalan dan pemasaran produk. Pendekatan tersebut sejalan dengan 

gagasan pembangunan berbasis masyarakat yang menempatkan potensi 

lokal sebagai fondasi utama dalam proses pembangunan 

Dalam kerangka teori pemberdayaan, (Suharto, 2005) menjelaskan 

bahwa pemberdayaan ekonomi tidak semata-mata diarahkan pada 

peningkatan pendapatan, tetapi juga bertujuan memperkuat posisi tawar 

masyarakat dalam struktur sosial dan ekonomi. Temuan penelitian 

memperlihatkan bahwa BUMDes yang dikelola secara profesional mampu 

membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan asli desa, serta 

mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pihak luar. 

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa 

pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya berjalan 

optimal. Beberapa hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan 

kemampuan manajerial pengelola BUMDes, masih rendahnya tingkat 

literasi keuangan masyarakat, serta terbatasnya akses terhadap pasar. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Dispermades dalam memberikan 
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pendampingan secara berkelanjutan sangat dibutuhkan agar program 

pemberdayaan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan 

 

D. Peran Dispermades dalam Mendorong Partisipasi dan Kemandirian Sosial 

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolok ukur utama dalam 

menilai tingkat kemandirian desa. Berdasarkan hasil penelitian, 

Dispermades berperan aktif dalam mendorong keterlibatan masyarakat 

melalui berbagai wadah, seperti musyawarah desa, forum konsultasi publik, 

serta pelibatan warga dalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan 

pembangunan desa. 

Partisipasi yang difasilitasi oleh Dispermades tidak hanya sebatas 

pemenuhan prosedur formal, melainkan bersifat substantif dengan 

memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut menentukan arah 

kebijakan dan keputusan pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan 

pemikiran (Azra, 2000) yang menekankan peran masyarakat madani sebagai 

fondasi penting dalam pembangunan yang demokratis, termasuk di tingkat 

desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya keterlibatan 

masyarakat berpengaruh positif terhadap tumbuhnya rasa memiliki 

terhadap program pembangunan desa. Masyarakat yang terlibat secara aktif 

cenderung menunjukkan sikap yang lebih mandiri serta memiliki tanggung 

jawab yang lebih besar dalam menjaga keberlanjutan program yang telah 

dijalankan  

Meski demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih menunjukkan 

perbedaan antar desa. Faktor sosial budaya, latar belakang pendidikan, 

serta gaya kepemimpinan kepala desa menjadi beberapa variabel yang 

memengaruhi efektivitas partisipasi tersebut. Dalam konteks ini, 

Dispermades memegang peran strategis sebagai fasilitator pemberdayaan 

sosial agar keterlibatan masyarakat dapat berlangsung secara inklusif dan 

tidak didominasi oleh kelompok tertentu. 

 

E. Implementasi Program Pemberdayaan dan Pengelolaan Dana Desa 

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat 

dipisahkan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa. 
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Dalam hal ini, Dispermades memiliki peran strategis dalam melakukan 

pembinaan serta pengawasan agar pemanfaatan dana desa berjalan sesuai 

dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang mampu mengelola ADD 

secara tepat umumnya mengalami peningkatan kapasitas, baik dari sisi 

ekonomi maupun sosial masyarakatnya. 

Temuan tersebut menegaskan bahwa tata kelola Alokasi Dana Desa 

memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan di Desa Panton 

menunjukkan bahwa pemanfaatan ADD yang difokuskan pada 

pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik mampu mendorong tumbuhnya 

kemandirian masyarakat. Meskipun demikian, studi tersebut juga 

mengungkap adanya kelemahan dalam aspek keterbukaan informasi dan 

partisipasi masyarakat dalam proses penentuan penggunaan dana desa 

(Yulindawati, 2024). 

Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi yang relatif serupa, di 

mana sejumlah desa masih lebih menitikberatkan penggunaan dana pada 

pembangunan fisik dibandingkan dengan program pemberdayaan ekonomi 

dan peningkatan kapasitas masyarakat. Padahal, menurut Suharto (2005), 

pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan secara material, tetapi juga diarahkan pada penguatan 

kemampuan masyarakat untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan 

sumber daya pembangunan secara mandiri (Suharto, 2005). 

 

F. Dampak dan Tantangan Pemberdayaan terhadap Kemandirian Desa 

Dampak paling nyata dari peran DPMD yang terukur adalah 

meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui 

pengembangan usaha produktif dan optimalisasi potensi lokal. Pengelolaan 

BUMDes yang dibina DPMD sering menjadi motor utama peningkatan 

Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membuka peluang usaha bagi 

masyarakat lokal. Hingga saat ini, sejumlah desa telah berhasil menjadikan 
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BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang nyata dengan 

mengelola hasil pertanian, kerajinan lokal, serta layanan jasa desa. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian literatur yang menunjukkan 

bahwa pemberdayaan berbasis peningkatan kapasitas ekonomi mampu 

mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan unit usaha produktif 

secara mandiri. Konsep pemberdayaan ini bukan hanya meningkatkan 

pendapatan jangka pendek, tetapi juga menumbuhkan budaya 

kewirausahaan di tingkat desa sebagai fondasi kemandirian ekonomi jangka 

panjang 

Selain aspek ekonomi, pemberdayaan yang difasilitasi oleh DPMD 

meningkatkan kemandirian sosial melalui partisipasi masyarakat dalam 

proses pembangunan desa. Partisipasi ini mencakup keterlibatan aktif 

dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembangunan 

desa. Halmenunjukkan bahwa peningkatan partisipasi ini memperkuat rasa 

kepemilikan terhadap hasil pembangunan, meminimalisasi konflik sosial, 

dan meningkatkan semangat gotong royong dalam menyelesaikan masalah 

bersama. Kemandirian sosial yang tumbuh menjadi aset penting dalam 

dinamika pembangunan karena masyarakat lebih mampu merespons 

tantangan internal dan eksternal serta mencipta solusi atas masalah lokal 

tanpa harus mengandalkan campur tangan pemerintah pusat (Azra, 2000). 

Dampak lain yang ditemukan adalah penguatan kelembagaan desa 

dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. DPMD mendorong transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa serta perencanaan 

pembangunan yang berbasis data dan partisipasi masyarakat. Penelitian 

kinerja DPMD menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaporan 

keuangan desa dan pembinaan tata kelola administrasi berkontribusi pada 

peningkatan kualitas pelayanan publik desa, yang pada akhirnya 

menguatkan posisi desa sebagai lembaga yang mandiri dan bertanggung 

jawab. 

Terdapat beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan peran 

Dispermades, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi 

lintas sektor yang belum optimal, serta dinamika kebijakan yang sering 
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berubah. Tantangan ini berpotensi menghambat upaya peningkatan 

kemandirian masyarakat desa apabila tidak ditangani secara sistematis. 

Dalam perspektif manajemen pemberdayaan menekankan 

pentingnya pendekatan kolaboratif dan adaptif dalam menghadapi 

kompleksitas pemberdayaan masyarakat. Dispermades perlu memperkuat 

sinergi dengan perangkat daerah lain, pendamping desa, serta organisasi 

masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan. 

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi desa 

menjadi peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan. 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa desa yang mampu memanfaatkan 

teknologi digital cenderung lebih mandiri dan inovatif dalam mengelola 

potensi lokal  

 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) 

memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kemandirian 

masyarakat desa. Peran tersebut tercermin dalam fungsi Dispermades sebagai 

perumus kebijakan, pembina kelembagaan desa, fasilitator pemberdayaan 

ekonomi, serta penggerak partisipasi sosial masyarakat desa. Melalui penyusunan 

kebijakan yang diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah dan desa, 

Dispermades berupaya memastikan bahwa program pemberdayaan berjalan secara 

terarah, terpadu, dan berkelanjutan. 

Penguatan kapasitas kelembagaan desa yang dilakukan melalui 

pembinaan aparatur desa, pendampingan tata kelola pemerintahan, serta 

pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbukti berkontribusi 

positif terhadap peningkatan kemandirian desa. Selain itu, pemberdayaan 

ekonomi berbasis potensi lokal yang difasilitasi oleh Dispermades mampu 

mendorong tumbuhnya usaha produktif masyarakat dan mengurangi 

ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Pada aspek sosial, peran 

Dispermades dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah 

desa dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 



Peran Dinas Pemberdayaan… 
Nasab Sabrina Febriyanti 
 

WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 
Vol. 3, No. 2, Juni 2026 

 

https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan | 43  
 

pembangunan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat 

terhadap pembangunan desa. 

Namun demikian, pelaksanaan peran Dispermades dalam 

meningkatkan kemandirian masyarakat desa masih menghadapi berbagai 

tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum 

optimalnya koordinasi lintas sektor, serta perbedaan kapasitas aparatur dan 

masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan peran 

Dispermades melalui peningkatan kualitas pendampingan, penguatan 

sinergi antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi 

untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Dengan optimalisasi 

peran tersebut, Dispermades diharapkan mampu mendorong terwujudnya 

masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam 

kerangka pembangunan nasional. 
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